BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800/ 1290 / HK / 2019

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang: a. bahwa dengan  diberlakukannya  Peraturan  Menteri

Mengingat:

1.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Instnsi Pemerintah maka Keputusan Bupati
Buleleng Nomor 800/825/HK/2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Buleleng tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Dan
Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 3547) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4015),sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 97 Tahun
2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang jabatan Fungsional
Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/48 /M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional
Terapis Wicara dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan
Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/1122/M.PAN/12/2005 Tentang Jabatan
Fungsional Ortosis Prostesis dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/10/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional
Sanitarian dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional
Fisioterapis dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER /17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional
Penerjemah dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional
Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara
Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional
Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya ;



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional
Penata Ruang dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional
Bidan dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/06/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/07/M.PAN/4 /2008 tentang Jabatan Fungsional
Apoteker dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional
Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
NomorPER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional
Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional
Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional
Arsiparis dan Angka Kreditnya ;



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 06 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator
Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka
Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru
dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang
Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Penilik dan Angka Kreditnyan ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pamong Belajar dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No.1 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan ;



42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya,
sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 Jabatan Fungsional Analis
Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia dan Angka
Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/220/M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan Fungsional
Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan



52.

53.

54.
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57.

58.

59.

60.

ol.

62.

63.

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka
Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka
Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka
Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya ;



64.

65.

06.

67.

68.

09.

70.

71.

72.

73.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Penera dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan ;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil,;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;



74.

75.

76.

7.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik
Pengairan dan Kreditnya ;

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 64 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik
Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
65 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata
Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
66 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik
Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 17 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional
Epedemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 18/ KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional
Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 41 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 42 /KEP/M.PAN/12 /2000 tentang Jabatan Fungsional
Administrator Keshatan dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan = Aparatur Negara
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana
dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional
Nutrisionis dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan dan Anka Kreditnya ;



86.

87.

88.

89.

90.

91

92.

93.

94.

95.

96.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 134 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
36 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan
Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 66 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Komputer dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara
Nomor 133 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Operator
Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan  Apartur Negara
Nomor 139 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter
dan Angka Kreditnya ;

.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 141 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter
Gigi dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya

)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional
Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 120 Tahun 2004 tentang Jabatan Funngsional
Penyuluh Keluarga Berecana dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional
Peneliti dan Angka Kreditnya ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 129/KEP/12/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan
Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129 /KEP/12
/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh
Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya;



97.

98.

99.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten  Buleleng Tahun 2016
Nomor 13;

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2016 Nomor 74), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2019 Nomor 25);

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 81);

100. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2019 Nomor 38);

101. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016 Nomor 77);

102. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/567/HK/2019

tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Buleleng;



Memperhatikan : Hasil rapat Tim Penataan dan Evaluasi Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng tanggal 14 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Bagi
Pegawai  Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng yang nama-nama jabatannya
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA :  Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buleleng sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis
beban kerja, bertujuan untuk :

a. memberikan kejelasan tugas dan fungsi Aparatur Sipil
Negara Non Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas dalam membatu Pelaksanaan tugas
dan fungsi eselon terendah di setiap Perangkat Daerah ; dan

b. dasar pengisian formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan
Pelaksana dan Jabatan Fungsional tidak dapat dipindah
sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

KEEMPAT : Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana
dan Jabatan Fungsional antar Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dilakukan oleh
Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

KELIMA : Pengisian Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
ditetapkan berdasarkan syarat jabatan guna mendukung
kelancaran dan ketetapan pelaksanaa tugas;

KEENAM : Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi,
Pejabat  Administrator dan  Pejabat Pengawas yang
membawahinya;

KETUJUH : Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki nama
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada masing-



KEDELAPAN :

masing unit kerja diatur oleh Kepala Perangkat Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/825/HK/2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth : 1.

Menteri Dalam Negeri

C.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

2. Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Bali
Cq. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Denpasar;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng;

6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Buleleng;
7. Para Camat se Kabupaten Buleleng; dan

8. Arsip.



